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ABSTRACT

This study aims to bridge the gaps and examine the evolving impacts of economic development by
analyzing the significance of a collective understanding among policymakers, stakeholders, shareholders,
academics, and students regarding the critical role of Green Finance. It emphasizes its conceptual and
theoretical frameworks and its integral implications for sustainable economic development —an aspect that
consistently needs promotion, integration, and institutionalization across all initiatives and planning
activities. Employing a descriptive and comparative qualitative approach, the research utilizes secondary data
sourced from published reports, journals, research articles, and reputable websites. The dataset spans a time
frame between 2020 and 2025. Through comprehensive analysis, the study identifies pertinent findings and
global perspectives on policy solutions, highlighting emerging trends, common challenges, and best practices
across various countries in Europe and Asia. This enables the development of fresh insights and paradigms
regarding Green Finance's importance on conceptual, theoretical, and practical levels in fostering sustainable
economic development. Green Finance operates within six environmental objectives: mitigating climate
change, adapting to climate change effects, ensuring sustainable use and protection of water and marine
resources, transitioning to a circular economy, reducing pollution, and protecting/restoring biodiversity and
ecosystems. The related concepts — sustainable finance, climate finance, and low-carbon finance — revolve
around effectively channeling financial resources toward projects that offer measurable environmental benefits.
Such projects must align with environmental goals like climate change mitigation, adaption strategies, and
broader ecological improvements.
Keywords: Green Finance, Concept, Theory, Implications, Sustainable Economy.

ABSTRAK

Untuk mengatasi kesenjangan dan dinamika persoalan dampak dari pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan, studi ini meninjau bukti terkait pentingnya para pengambil kebijakan,
stakeholder, shareholder, akademisi dan mahasiswa dapat memahami dan menginternalisasi
pentingnya mengakselerasikan Green Finance secara konsep, teori, dan implikasinya bagi
pembangunan ekonomi berkelanjutan yang terus di kampanyekan, di internalisasikan dan di
institusionalisasikan setiap gerakan program dan perencanaan yang ada. Studi penelitian ini bersifat
deskriptif komparatif kualitatif, data dikumpulkan dari data sekunder yang dikumpulkan melalui
sumber-sumber dari terbitan seperti laporan, jurnal, artikel penelitian, dan situs web yang ada. Data
yang diambil dari sumber sekunder dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Data dan analisis yang
dilakukan dalam mengidentifasikasi hasil laporan dan penelitian yang relevan berkaitan dengan
permasalahan, solusi kebijakan dari berbagai negara global dan mengidentifikasi tren yang muncul,
tantangan umum, dan praktik terbaik di antara negara-negara seperti di Eropa, dan Asia sehingga
dapat melahirkan suatu pandangan dan paradigma baru tentang arti penting Green Finance baik
dilihat secara konseptual, teori, dan implikasi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Green
finance dilakukan dengan berpedoman pada enam tujuan lingkungan seperti: mitigasi perubahan
iklim, adaptasi perubahan iklim, pemanfaatan berkelanjutan dan perlindungan sumber daya air dan
laut, transisi menuju ekonomi sirkular, pencegahan dan pengendalian polusi, serta perlindungan
dan pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Konsep terkait keuangan hijau, keuangan
berkelanjutan, keuangan iklim, dan keuangan rendah karbon semua konsep ini 'merujuk pada
pemanfaatan sumber daya keuangan' keuangan hijau hanya dapat digunakan untuk membiayai
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proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat lingkungan, termasuk mitigasi perubahan iklim,
adaptasi perubahan iklim, dan manfaat lingkungan lainnya.

Kata Kunci: Green Finance, Konsep, Teori, Implikasi, Ekonomi Berkelanjutan.

Pendahuluan

Keuangan hijau memainkan peran penting sebagai pendorong transformasi
pembangunan ekologis melalui dua pendekatan utama. Pertama, mendorong para
wirausaha untuk berpartisipasi dalam proses dan menghasilkan produk yang
ramah lingkungan serta aman. Kedua, mengurangi tingkat polusi dengan
menggantikan peralatan berenergi tinggi dengan teknologi yang lebih hemat
energi. Selain itu, pengembangan keuangan hijau turut berkontribusi dalam
pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya
penggunaan produk-produk berkelanjutan. Para petani diharapkan termotivasi
untuk menanam tanaman hijau dan organik tanpa memanfaatkan bahan-bahan
yang dapat merusak lingkungan, (Wang dan Zheng, 2020).

Pengembangan keuangan hijau akan lebih efektif jika seluruh sektor
mengadopsi kebijakan nasional yang seragam secara bersamaan (Zhang dkk.,
2022). Semua sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, dan jasa, perlu
mengikuti strategi nasional yang sejalan. Dalam upaya mendorong regenerasi
pedesaan, keuangan hijau harus diintegrasikan ke dalam proyek-proyek yang
mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekologi. Selain itu, pemerintah perlu
memprioritaskan peningkatan kualitas lingkungan sambil mendorong berbagai
sektor melalui pemanfaatan instrumen keuangan yang beragam guna
mempercepat transisi menuju pembangunan hijau. Dengan demikian, karakteristik
keuangan hijau menjadi elemen yang sangat penting dalam proses pengembangan
tersebut, (Lee dan Min, 2015; Bashir dkk., 2020).

Pengembangan keuangan hijau telah difokuskan pada aspek kerangka
teoritis, fungsi produksi, serta peran teknologi dalam meningkatkan
perekonomian. Peningkatan kualitas lingkungan menjadi hal esensial karena
pembangunan berkelanjutan kini menjadi prioritas utama dunia (Nasim et al., 2022;
Nisar et al., 2022). Upaya untuk melindungi lingkungan bagi generasi mendatang
sangat diperlukan, mengingat kualitas lingkungan secara langsung memengaruhi
mutu kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan industri maju membawa
konsekuensi berupa kenaikan biaya dan peningkatan berbagai jenis polusi yang
berdampak pada makhluk hidup.

Kerusakan lingkungan yang terus memburuk menjadi tantangan serius,
sehingga penting untuk mengambil langkah nyata dalam membersihkan
lingkungan tersebut dengan pendekatan keuangan hijau yang lebih terencana.
Dampak negatif dari degradasi lingkungan ini juga berpengaruh pada kesehatan
manusia, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam kehidupan. Lingkungan
adalah isu publik yang membutuhkan perhatian bersama, bukan masalah individu
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semata. Tidak dapat disangkal bahwa kondisi lingkungan saat ini kurang selaras
dengan aspirasi manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Rafiq et al.,
2022).

Kualitas lingkungan merupakan aset ekonomi bersama, lingkungan bersih
dianggap sebagai komoditas publik yang dihargai oleh para pelaku ekonomi dan
bersedia dibayar, meskipun nilainya bisa berfluktuasi. Seiring dengan
perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang terus berjalan
berdampingan, wajar untuk mengasumsikan bahwa penduduk di negara-negara
maju memiliki akses terhadap teknologi canggih yang memungkinkan peningkatan
kualitas udara lokal menjadi lebih terjangkau (Nisar dkk., 2022).

Sebagai konsekuensinya, warga di negara-negara maju secara proporsional
menikmati udara berkualitas lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di
negara-negara miskin. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pendapatan meningkat,
individu cenderung mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mendukung
lingkungan, walau biaya yang dihadapi tetap.

Fenomena ini menggambarkan hubungan negatif antara tingkat polusi dan
pendapatan per kapita. Karena sifat eksternalitas lingkungan, usaha individu saja
tidak cukup untuk mengatasi masalah lingkungan. Upaya kolektif, melibatkan
seluruh lapisan masyarakat termasuk campur tangan pemerintah, menjadi sangat
penting dalam menyelesaikan masalah ini (Morelli, 2011). Melalui kebijakan-
kebijakan yang dirancang dengan cermat, korelasi antara pendapatan dan polusi
dapat lebih ditekan. Semua sektor ekonomi, tanpa terkecuali, memiliki peran dalam
upaya memperbaiki kerusakan lingkungan. Untuk menciptakan kemakmuran
jangka panjang, banyak negara kini memfokuskan perhatian mereka pada isu-isu
lingkungan. Penekanan pada kualitas lingkungan yang baik dalam proses
pembangunan ekonomi dapat memberi dampak positif bagi kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain.

Satu-satunya cara untuk memastikan kemakmuran jangka panjang secara
selaras dengan pembangunan ekonomi adalah dengan mengintegrasikan
perencanaan pembangunan wilayah dan kebijakan kawasan melalui pendekatan
pembiayaan hijau (Green Finance). Green Finance menawarkan kerangka untuk
menyeimbangkan kebutuhan lingkungan dengan kepentingan semua jenis
makhluk hidup. Pendekatan ini juga memperhitungkan dampak perubahan iklim
dan polusi terhadap kehidupan manusia, sekaligus menyoroti manfaat sosial serta
keuntungan jangka panjang dari investasi tersebut (Bhattacharyya, 2022).

201 | Sociale : Journal of Social and Political Sciences, Vol. 1, No. 2, 2025.



Dengan adanya kualitas lingkungan yang baik, pembangunan berkelanjutan
dapat dicapai sehingga kesehatan dan kesejahteraan manusia terjaga serta
meningkat. Green Finance, sebagai pendekatan berkelanjutan, menekankan
pentingnya partisipasi pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong proyek-
proyek ramah lingkungan. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
memiliki peranan strategis dalam menjamin ketersediaan anggaran pembangunan
melalui konsep dan implikasi Green Finance yang terencana. Upaya kolektif ini
bertujuan mewujudkan lingkungan bersih demi generasi saat ini dan masa depan.

Dalam lapisan masyarakat, terlihat adanya perubahan yang signifikan
dalam preferensi terhadap produk dan jasa, mencerminkan dampak kualitas
lingkungan terhadap hasil ekonomi. Seluruh sektor memiliki tanggung jawab
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan bertindak sesuai dengan harapan
tersebut. Selama pelanggan tetap bersedia mengeluarkan biaya lebih untuk produk
yang ramah lingkungan, sektor pertanian dan industri pun akan bergerak
mengikuti tren tersebu, (Jie dkk., 2022).

Selain itu, kerusakan lingkungan dapat diminimalkan jika pemerintah
mampu mengatur seluruh sektor untuk mematuhi standar peningkatan kualitas
lingkungan. Dampak dari aktivitas produksi dan pembangunan, misalnya banjir
dan kerusakan ekosistem, sudah jelas terlihat di depan mata. Berbagai penelitian
juga menunjukkan bahwa sektor industri memiliki andil besar dalam banyak
masalah lingkungan, antara lain polusi, penggembalaan berlebihan, serta emisi gas
rumah kaca, (Shan dkk., 2018). Hal ini tentu terjadi akibat kurang regulasi yang
ketat dan sistem pengawasan yang tidak berjalan sesuai dengan sistem
perencanaan pembangunan dan aktifitas produksi yang hanya semata motif
keuntungan orientied.

Green Finance memiliki konsep, teori, dan implikasi yang signifikan bagi
pembangunan berkelanjutan. Hal ini telah dibuktikan melalui berbagai temuan
penelitian serta pengalaman sejumlah negara yang berhasil menekan kerusakan
lingkungan. Keberhasilan negara seperti China dan Jepang dapat menjadi pelajaran
berharga sekaligus inspirasi bagi negara lain. Contoh nyata dari implementasi
Green Finance menunjukkan bahwa pendekatan ini berkontribusi dalam menjaga
lingkungan secara efektif, terutama di kawasan seperti Tiongkok, (Guo dkk., 2022).

Sektor pertanian, seperti penggunaan pestisida, pupuk, dan praktik
deforestasi besar-besar yang menyebabkan banjir bandang Sumatra di Indonesia
pada 25 November 2025, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemanasan
global serta berbagai masalah lingkungan lainnya. Ada hubungan sebab-akibat
yang erat antara produksi pertanian dan kualitas lingkungan. Belakangan ini,
makanan organik semakin populer seiring meningkatnya kesadaran akan isu
lingkungan yang menjadi perhatian global.
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Popularitas makanan bernutrisi yang terus meningkat ini berdampak pada
permintaan yang mendorong hubungan langsung antara kualitas lingkungan
dengan sektor pertanian. Produk pangan organik kini mudah ditemukan di
berbagai tempat, termasuk supermarket dan pasar tradisional (Jie dkk., 2022).
Dalam konteks ini, Green Finance memainkan peran penting dalam merespons
permintaan makanan organik dengan memastikan pembiayaan yang memadai bagi
petani untuk meningkatkan produksi mereka. Selain itu, inovasi ramah lingkungan
semakin berkontribusi dalam mendorong keberlanjutan pertanian. Penelitian
mengungkap adanya kaitan signifikan antara sumber daya keuangan, kinerja
ekonomi, dan dampaknya terhadap kualitas lingkungan (Khan dkk., 2022).

Krisis iklim dan upaya transisi menuju ekonomi hijau telah mendorong
munculnya instrumen keuangan hijau di berbagai penjuru dunia. Keuangan hijau
memegang peranan penting dalam mendukung peralihan menuju ekonomi rendah
karbon serta memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Perjanjian Paris
sendiri menggarisbawahi komitmen untuk menyesuaikan aliran pendanaan
dengan jalur yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan
pembangunan berkelanjutan berketahanan iklim sesuai dengan Pasal 2.1(c).
Namun, berbagai studi menunjukkan masih adanya kesenjangan keuangan yang
signifikan dalam upaya mencapai tujuan ekonomi berkelanjutan (Buchner et al.,
2019).

Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis
dalam memobilisasi serta mengarahkan pendanaan, baik dari sektor publik
maupun swasta, secara lebih efektif. Langkah ini krusial untuk mengantisipasi,
sekaligus merespons, peningkatan emisi karbon serta degradasi lingkungan yang
terus terjadi secara global. Mengatasi tantangan ini membutuhkan transformasi
sistem keuangan yang mampu mendorong investasi berkelanjutan. Berdasarkan
estimasi terbaru, terdapat potensi investasi sebesar $1,8 triliun yang dapat
menghasilkan manfaat ekonomi hingga $7,1 triliun (Komisi Global untuk Adaptasi,
2019). Namun sayangnya, realisasi terkini hanya menunjukkan investasi adaptasi
sekitar $30 miliar (Buchner et al., 2019).

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi,
antara lain tanggung jawab sosial perusahaan, persepsi risiko tinggi terhadap
teknologi rendah karbon oleh bank komersial dan pemodal utama lainnya,
ketidaksesuaian antara jangka waktu pengembalian yang panjang dengan
ekspektasi sebagian besar investor swasta, kurangnya informasi yang memadai
untuk mengevaluasi proyek serta dampaknya terhadap perubahan iklim, hingga
minimnya proyek rendah karbon, adaptasi, dan ketahanan yang siap dibiayai
perbankan.

Selain itu, hambatan politik, kelembagaan, dan hukum terhadap investasi
swasta juga semakin memperdalam permasalahan ini. Tantangan-tantangan
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tersebut kerap diperburuk oleh kurangnya koordinasi kebijakan lintas sektor.
Untuk menjawab kesenjangan serta kompleksitas dampak pembangunan ekonomi
yang telah diuraikan, studi ini bertujuan meninjau pentingnya para pemangku
kepentingan termasuk pembuat kebijakan, pelaku usaha, pemegang saham,
akademisi, dan mahasiswa dalam memahami serta menginternalisasi urgensi
percepatan penerapan Green Finance mencakup aspek konsep, teori, hingga
implikasinya bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini perlu
terus dikampanyekan, diintegrasikan dalam proses internal organisasi, serta
dilembagakan dalam gerakan program dan perencanaan strategis.

Studi ini dilaksanakan mengingat adanya kesenjangan dalam penelitian
sebelumnya terkait definisi maupun metode pengukuran yang belum seragam.
Selain itu, efek nyata Green Finance terhadap hasil pembangunan (terutama melalui
kajian kausalitas jangka panjang) masih terbatas. Sebagian besar penelitian
terdahulu bersifat single-country atau dilakukan secara cross-section sederhana
sehingga belum mampu menganalisis peran kebijakan publik, kapasitas regulasi,
maupun peran bank sentral secara menyeluruh lintas yurisdiksi.

Konteks institusional serta heterogenitas antar negara juga belum banyak
dieksplorasi secara mendalam. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam
pengembangan teori melalui pendekatan kebaruan konsep (theoretical novelty).
Salah satunya adalah dengan memperluas teori intermediasi keuangan ke dalam
dimensi lingkungan, di mana eksternalitas lingkungan dimasukkan sebagai
variabel utama yang memengaruhi pembentukan modal dan penentuan harga
risiko.

Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori kelembagaan dengan
ekologi ekonomi untuk menjelaskan variasi efektivitas kebijakan Green Finance
berdasarkan aspek aturan, norma, serta kapasitas masing-masing negara. Di sisi
lain, studi ini mengembangkan model aliran informasi dalam pasar berbasis Green
Labeling dengan memanfaatkan pendekatan teori pasar dan model signaling. Hal
ini bertujuan menjelaskan bagaimana label atau sertifikasi hijau dapat mengurangi
asimetri informasi, menekan spread risiko, serta menurunkan biaya modal.
Terakhir, penelitian ini juga menyarankan pengembangan teori transisi keuangan
(Financial Transition Theory) yang menawarkan kerangka teoretis mengenai peran
aktor keuangan seperti bank, pasar modal, dan investor institusional — sebagai agen
transformasi menuju ekonomi rendah karbon.

Metode Penelitian

Studi penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data
dengan analisis dokumen kebijakan (document analysis) taxonomy green finance,
regulasi perbankan hijau, roadmap sustainable finance dan perencanaan iklim.
Teknik pengolahan data dengan konten analisis dengan melalui data sekunder
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yang dikumpulkan melalui sumber-sumber dari terbitan seperti laporan, jurnal,
artikel penelitian, dan situs web yang ada dari tahun 2020 sampai tahun 2025.

Teknik pengumpulan data literature juga dilakukan dengan pendekatan
Systematic Literatur Review (SLR) dengan pencarian terstruktur melalui Scopus, Wos
dan Google Shcolar dengan kreteria inklusi atau tahun terbit 5 sampai 10 tahun
terakhir, dan juga dilakukan melalui Triangulasi data (standar kepercayaan
tertinggi) dengan jenis data statistik resmi, dokumen kebijakan, litearure ilmiah.

Data dan analisis yang dilakukan dalam mengidentifasikasi hasil laporan
dan penelitian yang relevan berkaitan dengan permasalahan, solusi kebijakan dari
berbagai negara seperti di Eropa, dan Asia sehingga dapat melahirkan suatu
pandangan dan paradigma baru tentang arti penting Green Finance baik dilihat
secara konseptual, teori, dan implikasi bagi pembangunan berkelanjutan.

Hasil dan pembahasan
1. Teori dan Konsep
a. Green Finance

Keuangan hijau, berdasarkan UNEP (2023), mencakup sistem aktivitas
ekonomi yang berlandaskan investasi untuk mengurangi emisi dan polusi,
meningkatkan efisiensi energi, serta melestarikan keanekaragaman hayati. Di sisi
lain, World Bank (2023) mendefinisikan keuangan hijau sebagai pendekatan
perbankan yang bertujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan
dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan dalam operasional dan
pengambilan keputusan finansial. Sementara itu, menurut IMF (2024), keuangan
hijau adalah instrumen untuk mendanai investasi berbasis lingkungan sekaligus
mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang mengintegrasikan
kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis.

Keuangan hijau semakin menjadi salah satu topik pembahasan utama
seiring dengan meningkatnya kesadaran generasi saat ini terhadap pentingnya
menjaga lingkungan yang berkelanjutan, (Che dkk., 2021). Secara umum, keuangan
hijau dapat dipahami sebagai penyediaan layanan keuangan untuk mendukung
proyek yang berfokus pada perlindungan lingkungan. Ini melibatkan serangkaian
kegiatan ekonomi yang Dbertujuan merevitalisasi lingkungan sekaligus
mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Contohnya meliputi keberlanjutan
energi, energi bersih dan aman, transportasi ramah lingkungan, serta
pembangunan bangunan hijau, (Peng & Zheng, 2021), Jika menyoroti istilah "hijau"
secara spesifik, konsep ini merujuk pada berbagai inisiatif yang ditujukan untuk
mengurangi polusi, menghemat sumber daya alam, dan mendukung pencapaian
pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dalam upaya
pengembangan keuangan hijau, penyediaan kredit menjadi salah satu langkah
strategis untuk mewujudkan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
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Komponen utama dalam keuangan hijau mencakup sekuritas hijau, pemberian
kredit hijau, investasi pada proyek ramah lingkungan, serta pengelolaan keuangan
karbon. (Xie dkk., 2020).

Dari sudut pandang yang lebih luas, pengembangan keuangan hijau
diyakini mampu mengoptimalkan struktur perekonomian secara keseluruhan. Hal
ini tercermin dalam peningkatan kualitas pada sisi penawaran, meningkatnya
kesadaran di sisi permintaan, serta terjaganya pertumbuhan ekonomi (Zhang dkk.,
2021). Sementara itu, dari sudut pandang yang lebih spesifik, keuangan hijau
berpotensi membantu wirausahawan untuk berinovasi dalam menciptakan
produk-produk ramah lingkungan melalui proses produksi yang berkelanjutan,
menyediakan produk dengan biaya transaksi yang lebih rendah, serta memasarkan
produk dengan cara-cara yang lebih efektif untuk mengarahkan pilihan konsumen.

Pengembangan keuangan hijau akan lebih optimal jika seluruh sektor
mengimplementasikan kebijakan nasional yang seragam secara bersamaan (Zhang
dkk., 2022). Seluruh sektor ekonomi, mulai dari pertanian, industri hingga jasa,
perlu menjalankan strategi nasional yang terintegrasi. Pemerintah diharapkan
menargetkan peningkatan kualitas lingkungan yang tinggi sembari mendorong
sektor-sektor lainnya dengan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan untuk
mempercepat pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, karakteristik
pengembangan keuangan hijau dianggap sangat krusial (Lee dan Min, 2015; Bashir
dkk., 2020).

Pengembangan keuangan hijau saat ini lebih banyak diarahkan pada
kerangka teoritis, fungsi produksi, serta peran teknologi dalam mendukung
perekonomian. Peningkatan kualitas lingkungan menjadi hal yang mendesak,
mengingat pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian utama di tingkat
global (Nasim et al., 2022A; Nisar et al., 2022).

b. Ekonomi Berkelanjutan

Pembiayaan hijau berkaitan dengan peran penting proyek publik dan swasta
dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Pendekatan ini menyoroti dampak
perubahan iklim dan polusi terhadap kehidupan manusia, serta menawarkan
manfaat sosial dan potensi imbal hasil jangka panjang dari investasi yang
berorientasi lingkungan (Bhattacharyya, 2022). Regulasi kualitas lingkungan
menjadi langkah kolektif masyarakat untuk memulihkan kondisi lingkungan demi
kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang, sehingga dapat mendorong
perubahan signifikan dalam produktivitas. Tidak seperti pendekatan keuangan
konvensional, keuangan hijau lebih menitikberatkan pada pengembangan yang
mendukung kelestarian lingkungan dengan fokus pada pendanaan proyek-proyek
perlindungan ekosistem (Wang dan Zhi, 2016).
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Kualitas lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan sektor
industri, mendorongnya menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Di seluruh
dunia, revolusi industri terus berkembang untuk menjawab kebutuhan populasi
yang kian meningkat, tuntutan gaya hidup yang lebih tinggi, serta ancaman
terhadap kelangkaan sumber daya alam. Aktivitas produksi sering kali
menyebabkan pencemaran udara dan air melalui penggunaan bahan kimia serta
bahan bakar fosil (Martins dkk., 2022). Penekanan yang lebih kuat terhadap
peningkatan kualitas lingkungan menjadi keharusan, mengingat dampak negatif
dari aktivitas industri terhadap ekosistem.

Polusi industri bukan hanya membahayakan kesehatan manusia tetapi juga
merusak berbagai sektor ekonomi, di mana semuanya secara tidak langsung
berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Menyadari pentingnya kemakmuran
jangka panjang, berbagai negara mulai memusatkan perhatian pada isu-isu
lingkungan. Kualitas lingkungan sendiri mencakup berbagai karakteristik yang
memengaruhi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Pendekatan
seperti pembiayaan hijau dinilai sebagai salah satu solusi utama untuk memastikan
keberlanjutan dan kesejahteraan di masa depan.

Pendanaan hijau merupakan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan dan
keinginan berbagai makhluk hidup dengan kondisi lingkungan. Lingkungan
tempat tinggal yang berkualitas mampu meningkatkan kesehatan dan
kesejahteraan manusia. Dengan lingkungan yang lebih baik, individu cenderung
memiliki kesehatan mental yang lebih optimal, lebih mudah pulih dari stres, dan
lebih produktif dalam melakukan aktivitas fisik. Hal ini memberikan dampak
positif berupa peningkatan kebahagiaan serta kualitas kesehatan mental. Menurut
penelitian Wang, Huang, dan Xiang (2021), "surga polusi" terjadi ketika reformasi
perdagangan melalui liberalisasi memungkinkan industri yang menghasilkan
pencemaran dipindahkan ke wilayah yang memiliki regulasi lingkungan lebih
longgar.

Akibatnya, tingkat polusi cenderung meningkat di negara-negara
berpenghasilan rendah atau berkembang, terutama selama fase awal proses
globalisasi, hingga mereka mampu mencapai tingkat pembangunan ekonomi
tertentu. Selain itu, berbagai perubahan seperti pola cuaca, penipisan lapisan ozon
akibat emisi gas rumah kaca, dan pergeseran preferensi konsumen terhadap
produk serta jasa ramah lingkungan menunjukkan bagaimana kualitas lingkungan
memengaruhi hasil ekonomi. Semua sektor dituntut untuk menyesuaikan diri
dengan kebutuhan pelanggan. Selama konsumen bersedia membayar lebih untuk
produk-produk yang mendukung pelestarian lingkungan, sektor industri dan
pertanian diyakini akan turut beradaptasi untuk memenuhi permintaan ini (Jie
dkk., 2022).
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Di Tiongkok, popularitas makanan organik meningkat seiring dengan
semakin seringnya masalah lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal
ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan pola makan bergizi dan
permintaan yang terus bertambah terhadap produk pangan sehat. Dampak dari
kualitas lingkungan terlihat nyata pada sektor pertanian. Konsep keuangan hijau
menunjukkan perannya dalam menurunkan penggunaan pupuk kimia serta emisi
CO2 secara signifikan (Guo dkk., 2022).

Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang terhadap
produk pangan organik, sektor pertanian diperkirakan akan beralih pada praktik
budidaya berkelanjutan. Pangan alami kini mudah ditemukan di berbagai tempat,
mulai dari supermarket hingga pasar petani (Jie dkk., 2022). Meskipun permintaan
terhadap produk makanan organik serta harga jual tinggi yang ditetapkan oleh
petani mendorong peningkatan produksi, hal ini juga menambah emisi gas rumah
kaca dan zat kimia seperti CO2 ke atmosfer.

Polusi udara yang diakibatkan oleh jumlah kendaraan bermotor yang
berlebihan di jalan raya turut memperburuk situasi dan membutuhkan langkah
nyata dari pemerintah untuk menyediakan dukungan finansial guna menggantikan
moda transportasi lama dengan sistem yang lebih ramah lingkungan.
Pengembangan keuangan hijau menjadi salah satu indikator revolusi ramah
lingkungan, yang dapat diukur melalui pemberian kredit domestik kepada sektor
publik dan swasta untuk mendukung proyek-proyek berbasis lingkungan hidup
serta, dalam kapasitas tertentu, dari sifat investasi langsung asing.

Inovasi hijau secara keseluruhan berhasil menjembatani hubungan antara
sumber daya keuangan dengan kinerja finansial, sementara sebagian mampu
menghubungkan antara sumber daya keuangan dan kualitas lingkungan (Khan et
al, 2022). Berbagai tugas spesifik juga telah diidentifikasi untuk sektor
perlindungan lingkungan, tingkat pengetahuan yang dimiliki industri, serta
kesenjangan informasi antara kebutuhan dan apa yang saat ini diketahui. Industri
yang berfokus pada produksi serta penjualan produk dan jasa ramah lingkungan
biasa disebut sebagai industri perlindungan lingkungan.

Pengidentifikasian aspek penting dalam pengembangan keuangan hijau dan
penyusunan strategi untuk mendorong pembiayaan hijau menjadi sangat krusial.
Hal ini diperlukan guna menciptakan keuntungan investasi besar yang dapat
mengakselerasi proses dekarbonisasi dan memperlambat dampak pemanasan
global. Penting untuk diingat bahwa selama pandemi COVID-19, dana energi
terbarukan tidak melebihi kinerja dana energi konvensional lainnya, yang
menunjukkan perlunya dukungan modal yang lebih besar. Meski begitu,
bertentangan dengan asumsi umum, banyak studi menyimpulkan bahwa cara
paling efektif menuju ekonomi netral karbon adalah melalui penguatan investasi di
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bidang terkait. Penelitian juga membuktikan bahwa dana hijau memiliki performa
lebih baik jika dibandingkan dengan dana non-hijau (Jie et al., 2021).

Penelitian lain menyatakan bahwa pembentukan jalur intermediasi
keuangan hijau memiliki peran krusial dalam mencapai ekonomi yang bebas
karbon. Berdasarkan dua indikator risiko kredit yang berbeda, penelitian oleh
Umar et al. (2021) mengungkap korelasi negatif antara eksposur terhadap pinjaman
netral karbon dan risiko gagal bayar. Temuan serupa ditemukan pada berbagai
ukuran bank, menunjukkan bahwa pembiayaan hijau memberikan dampak serupa
terhadap risiko kredit, tanpa memandang besar kecilnya bank tersebut. Penurunan
risiko kredit ini memungkinkan lembaga keuangan untuk mengurangi penyisihan
kerugian pinjaman serta kebutuhan modal mereka. Insentif semacam ini menjadi
kunci untuk mendorong peningkatan kredit netral karbon, sekaligus mendukung
tujuan lingkungan. Berdasarkan berbagai studi yang telah diuraikan, baik dari segi
empiris maupun konseptual, terungkap adanya hubungan erat antara kebijakan
strategis (policy hotspots), instrumen keuangan hijau, dan percepatan implementasi
nyata terhadap hasil keberlanjutan ekonomi di seluruh negara di dunia.

2. Implikasi Green Finance

Pada Juli 2018, Komisi Eropa membentuk Kelompok Pakar Teknis (TEG)
sebagai wadah untuk membahas keuangan berkelanjutan. TEG terdiri dari para ahli
heterogen yang berasal dari latar belakang akademis, dunia usaha, dan sektor
keuangan, serta diimbangi dengan partisipasi anggota dan pengamat dari badan
publik Uni Eropa maupun internasional. Salah satu tugas utama TEG adalah
merancang sistem klasifikasi Uni Eropa yang terpadu, mendetail, dan jelas untuk
mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Taksonomi keuangan
berkelanjutan Uni Eropa dipublikasikan pada Maret 2020. Sistem ini bertujuan
untuk mencapai enam sasaran lingkungan utama, yaitu: (1) mitigasi perubahan
iklim, (2) adaptasi terhadap perubahan iklim, (3) pemanfaatan serta perlindungan
sumber daya air dan laut secara berkelanjutan, (4) transisi menuju ekonomi sirkular,
(5) pencegahan dan pengendalian polusi, serta (6) perlindungan dan pemulihan
keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.

TEG mengadopsi Taksonomi Uni Eropa sebagai kerangka kerja untuk
menjamin adanya sistem klasifikasi terpadu yang menentukan kapan suatu
kegiatan ekonomi dapat dianggap berkelanjutan secara lingkungan. Berdasarkan
NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté
Européenne), yaitu klasifikasi resmi untuk industri di Uni Eropa, TEG telah
mengidentifikasi daftar sektor ekonomi makro yang relevan terkait emisi gas
rumah kaca (GHG), mencakup sekitar 93,5% dari total emisi di wilayah Eropa.

Taksonomi Uni Eropa juga memberikan panduan terkait bagian dari kinerja
perusahaan yang dapat dievaluasi sebagai berkelanjutan. Dalam hal ini, penilaian
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atas keberlanjutan lingkungan suatu perusahaan bergantung pada kontribusi dari
masing-masing kegiatan ekonomi yang memenuhi kriteria. Penentuan tersebut
dilakukan dengan menilai proporsi kontribusi kegiatan ekonomi terhadap berbagai
aspek kinerja perusahaan, seperti omzet, pendapatan (jika relevan), belanja modal,
maupun operasional. (TEG European Commission, 2020).

Menurut TEG (2020), sebagai panduan umum dalam menentukan kriteria
kinerja, suatu kegiatan ekonomi dikategorikan sebagai berkelanjutan secara
lingkungan jika: (i) kegiatan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap minimal salah satu dari enam tujuan lingkungan; (ii) kegiatan tersebut
menerapkan prinsip "tidak menyebabkan kerugian yang signifikan" terhadap
tujuan lingkungan lainnya; dan (iii) mematuhi standar perlindungan sosial yang
mendasar. Di Eropa, perdebatan mengenai pemanasan global semakin intens
dengan fokus utama pada kaitan antara aktivitas ekonomi dan perubahan iklim.
Hal ini menimbulkan ekspektasi terhadap langkah nyata serta intervensi kebijakan
untuk mengatasi persoalan tersebut. Isu lingkungan pun telah menjadi salah satu
prioritas utama kawasan Eropa. Menurut Caterina dan kolega (2020): (i) Taksonomi
UE didasarkan pada kumpulan literatur ilmiah selama 30 tahun terakhir yang
mencakup tujuan lingkungan serta aktivitas ekonomi; (ii) penelitian ilmiah yang
mendukung Taksonomi UE memiliki hubungan negatif dengan tingkat emisi
karbon di masa mendatang, terutama di negara-negara berkembang dan negara
dengan pertumbuhan yang sedang berlangsung.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Caterina dkk. (2020) menunjukkan
bahwa lingkungan memiliki peran signifikan dalam membantu mengurangi emisi
karbon. Secara tidak langsung, pengembangan, inovasi, serta penerapan
pengetahuan dengan tujuan lingkungan yang spesifik juga dapat mendukung
upaya menuju strategi pertumbuhan yang berkelanjutan. Beberapa langkah
kebijakan dapat masuk ke dalam berbagai area kebijakan. Salah satunya adalah
persyaratan pengungkapan bagi institusi perbankan, di mana pada tahun 2023, 3%
dari total kebijakan sektor keuangan terkait dengan perubahan iklim. Langkah-
langkah terkait transparansi dan penyediaan informasi iklim juga diidentifikasi
sebagai bagian dari kebijakan kehati-hatian terhadap perubahan iklim. Selain itu,
terdapat kemungkinan pengembangan kebijakan tambahan yang relevan bagi
sektor keuangan, seperti kebijakan yang mengatur aktivitas pemeringkatan ESG,
sebagaimana yang telah diterapkan di Uni Eropa berdasarkan peraturan dari
Parlemen Eropa tahun 2024.

Berdasarkan TEG European Commission (2020) dan Caterina et al. (2020),
Taksonomi Uni Eropa hadir untuk memberikan panduan konkret kepada pelaku
pasar keuangan, investor, perusahaan besar, dan regulator nasional. Panduan ini
menjelaskan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam
berbagai sektor ekonomi guna mencapai enam tujuan lingkungan, yaitu mitigasi
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perubahan iklim, adaptasi terhadap perubahan iklim, pemanfaatan berkelanjutan
serta perlindungan sumber daya air dan laut, transisi menuju ekonomi sirkular,
pencegahan dan pengendalian polusi, serta perlindungan dan pemulihan
keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Asia memiliki peran kunci dalam transisi global menuju pembangunan
rendah karbon dan jalur menuju nol emisi gas rumah kaca. Peran Asia juga menjadi
penentu apakah tujuan ambisius dalam Kesepakatan Iklim Paris dapat tercapai.
Tingkat dan kecepatan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan menjadi salah satu
tantangan kebijakan terbesar yang memerlukan tindakan progresif di seluruh
negara G20, termasuk di Asia, terutama di negara-negara dengan perekonomian
besar seperti Tiongkok, India, Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan.

Tantangan transisi energi di Asia semakin mendesak karena pertumbuhan
ekonomi yang cepat diiringi oleh meningkatnya permintaan energi. Selain itu,
tingginya ketergantungan kawasan ini pada pembangkit listrik berbasis batu bara
(vang menjadikannya wilayah paling bergantung pada batu bara) juga menjadi isu
utama. Hal ini diperparah dengan kekhawatiran yang terus-menerus mengenai
keamanan energi serta akses energi, khususnya di negara-negara berkembang di
Asia (Diaz et al., 2021).

Keuangan hijau telah menjadi fokus utama di pasar keuangan Asia dalam
beberapa tahun terakhir, sejalan dengan perkembangan di kawasan lain. Kesadaran
mengenai dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan semakin meningkat,
terutama karena ancaman serius yang ditimbulkannya terhadap aktivitas ekonomi
serta stabilitas keuangan makro kawasan tersebut. Hal ini cukup
mengkhawatirkan, mengingat banyak negara di Asia termasuk yang paling rentan
terhadap perubahan iklim, sehingga berpotensi menimbulkan risiko fisik yang
signifikan terhadap sektor keuangan maupun keuangan publik, (Beirne dkk., 2021;
Volz dkk., 2020).

Selain itu, perekonomian Asia sebagian besar juga menghadapi risiko
transisi akibat kebutuhan untuk merombak sistem energi dan transportasi global
secara drastis. Dengan demikian, pengintegrasian risiko keuangan yang terkait
dengan iklim ke dalam pengambilan keputusan keuangan menjadi semakin
mendesak. Seperti yang disampaikan Menon (2022), mobilisasi sumber daya
keuangan dalam jumlah besar sangat diperlukan di kawasan Asia.

Dana tersebut dibutuhkan untuk investasi dalam infrastruktur berkelanjutan
yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim, mencakup sektor energi,
transportasi, pengelolaan limbah, dan kesehatan, guna mendukung pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta memenuhi komitmen Perjanjian
Iklim Paris. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia, negara-negara
berkembang di kawasan ini membutuhkan sekitar US$ 1,7 triliun per tahun untuk
menyesuaikan investasi infrastruktur di bidang transportasi, listrik, air dan sanitasi,
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serta telekomunikasi dengan kebutuhan iklim. Oleh karena itu, penting untuk
mengarahkan belanja infrastruktur ini menuju sistem rendah karbon yang lebih
berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik
(UN ESCAP) memproyeksikan bahwa diperlukan tambahan investasi tahunan
sekitar US$ 1,5 triliun guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
pada tahun 2030 (UN ESCAP, 2019). Besarnya estimasi kebutuhan investasi
infrastruktur ini menggambarkan adanya kesenjangan yang signifikan dan terus
berlangsung dalam pembiayaan infrastruktur dasar di tingkat global, terutama di
wilayah tersebut. Agar pembiayaan dapat selaras dengan tujuan iklim dan
keberlanjutan lainnya, serta memastikan risiko maupun dampaknya
dipertimbangkan secara memadai, diperlukan penetapan kerangka kerja yang
tepat oleh pemerintah dan otoritas keuangan. Menariknya, sejumlah bank sentral
serta otoritas pengawas di negara-negara berkembang di kawasan Asia termasuk
yang pertama mengadopsi kebijakan keuangan hijau atau memasukkan risiko
lingkungan ke dalam kerangka pengelolaan risiko prudensial (Volz, 2019).

Beberapa negara di Asia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam
mengembangkan keuangan hijau guna mendukung perekonomian yang
berkelanjutan, seperti Tiongkok, Bangladesh, Vietnam, India, Filipina, Malaysia,
Indonesia, Singapura, Kamboja, dan Thailand. Berikut adalah beberapa inisiatif
yang telah diambil:

1. Otoritas moneter dan keuangan di Tiongkok memulai pengembangan
kebijakan kredit hijau sejak 2007, meliputi praktik keuangan hijau, pengujian
lingkungan untuk sektor perbankan, serta pedoman investasi hijau
Tiongkok di luar negeri.

2. Bank sentral Bangladesh merupakan pelopor dengan menerbitkan Pedoman
Kebijakan untuk Perbankan Hijau' dan 'Pedoman Manajemen Risiko
Lingkungan' pada 2011, yang mewajibkan penerapan manajemen risiko
lingkungan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank.

3. Bank Negara Vietnam dan Bank Sentral India telah merancang kebijakan
untuk mendorong pemberian pinjaman hijau.

4. Filipina melalui Bank Sentral baru-baru ini memperkenalkan Kerangka Kerja
Keuangan Berkelanjutan. Kerangka ini menetapkan pedoman bagi bank
untuk merancang rencana transisi dan mengintegrasikannya ke dalam tata
kelola perusahaan serta manajemen risiko (Ariyapruchya & Volz, 2022).

5. Bank Negara Malaysia mengembangkan latihan uji stres risiko iklim di
seluruh industri yang direncanakan akan diterapkan pada 2024
(Ariyapruchya & Volz, 2022).

6. Pada 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia membentuk gugus tugas
multi-pemangku kepentingan untuk mendorong pengembangan lebih lanjut
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Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan melalui dialog serta peningkatan
keahlian keberlanjutan untuk tenaga profesional (Setyowati, 2023).

7. Singapura meluncurkan Pernyataan Maksud Prinsip Keuangan
Berkelanjutan pada 2015.

8. Kamboja memperkenalkan Pedoman Perbankan Berkelanjutan pada 2016.

9. Thailand mengeluarkan panduan tentang Peminjaman Bertanggung Jawab
pada 2019. Melalui berbagai inisiatif ini, negara-negara di Asia berupaya
memperkuat komitmen terhadap pengembangan ekonomi yang berorientasi
pada keberlanjutan lingkungan.

Upaya tersebut merupakan bagian dari kebijakan keuangan hijau yang
berperan dalam menjaga keberlanjutan perekonomian global, khususnya di
kawasan Asia. Bank sentral dan pengawas di wilayah ini telah melakukan berbagai
langkah untuk mempromosikan keuangan berkelanjutan, termasuk melalui
kolaborasi dengan industri keuangan, dialog lintas pemangku kepentingan,
pengembangan kapasitas, serta penyusunan peta jalan keuangan berkelanjutan
(Ariyapruchya & Volz, 2022).

Berdasarkan laporan Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim
(IPCC), implementasi Perjanjian Paris untuk mencapai target iklim membutuhkan
pendanaan hijau sebesar US$1,5 triliun per tahun hingga 2030. Selain itu, dua
pertiga dari pertumbuhan permintaan energi global diprediksi akan terkonsentrasi
di kawasan Asia Berkembang pada tahun 2040, menjadikannya krusial untuk
meningkatkan pembiayaan hijau di wilayah tersebut. Meski demikian, tantangan
dalam mengarusutamakan keuangan hijau di Asia masih cukup signifikan. Kendati
pertumbuhannya terbilang cepat, sejauh ini, pinjaman dan investasi berkelanjutan
atau hijau hanya mencakup sebagian kecil dari total aktivitas finansial.

Hasil studi yang berkaitan dengan studi Green Finance konsep, teori dan
implikasi pembangunan berkelanjutan sudah terimplementasikan oleh negara,
seperti:

1. Eropa : Taxonomy & disclosure: Membangun taxonomy keberlanjutan dan
aturan SD (Sustainable Finance Disclosure) untuk mengarahkan modal ke
aktivitas hijau; dampak: peningkatan produk investasi hijau dan tekanan
pada perusahaan untuk meningkatkan ESG reporting.

2. China: Green credit & green bonds: Kebijakan kredit hijau dan dukungan pasar
obligasi hijau telah mendorong pembiayaan proyek energi bersih serta
penerapan standar klasifikasi proyek hijau.

3. Amerika Serikat (beberapa negara bagian) : Green banks & public-private
blends: Model green bank di tingkat negara bagian yang memobilisasi dana
publik untuk leverage investasi sektor swasta dalam efisiensi energi dan
infrastruktur terbarukan.
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4. India : Skema pembiayaan terdesentralisasi untuk energi surya: Kombinasi
subsidi, jaminan kredit mikro, dan instrumen pasar modal untuk
mempercepat pembiayaan proyek energi terbarukan di tingkat
desa/konsumsi.

5. Indonesia / negara berkembang lain : Green sukuk & blended finance:
Penggunaan sukuk hijau dan fasilitas blended finance untuk pembiayaan
infrastruktur berkelanjutan; perlunya penguatan tata kelola proyek dan
monitoring dampak sosial-lingkungan.

Hasil studi ini menemukan implementasinya green finance konsep dan
instrumennya yang digambarkan dalam diagram penelitian berikut ini.

Gambar.1 Implementasi konsep dan instrumen green finance instrumen

Diagram tersebut mencerminkan berbagai penerapan konsep dan instrumen green

finance di sejumlah negara, menunjukkan keberagaman strategi yang digunakan.
Uni Eropa mengutamakan penguatan kerangka regulasi melalui taxonomy dan
transparansi informasi, sementara China lebih terfokus pada pengembangan kredit
hijau serta penerbitan obligasi hijau. Di sisi lain, Amerika Serikat memprioritaskan
peran green banks dan kemitraan publik-swasta. India menunjukkan keunggulan
dalam pembiayaan energi surya yang terdesentralisasi, sedangkan Indonesia
bersama negara berkembang lainnya memaksimalkan penggunaan green sukuk dan
blended finance untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Perbedaan metode ini mencerminkan peran konteks kelembagaan dalam

214 | Sociale : Journal of Social and Political Sciences, Vol. 1, No. 2, 2025.



menentukan efektivitas green finance bagi pencapaian pembangunan
berkelanjutan.

Penutup

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah diuraikan dan dianalisis dari
berbagai sumber sebagai penguatan hasil temuan studi ini, maka studi dapat
menyimpulkan bahwa Green Finance ditinjau dari konsep, teori, dan mplikasi bagi
Pembangunan  Berkelanjutan sudah dapat menjadi rujukan dalam
pengarusutamaan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan
pembiayaan proyek strategis pemerintah, dan begitu juga bagi pengusaha sebagai
petunjuk dan peta jalan dalam menjalankan proses produksi yang peduli dengan
keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan.

Sebagai contoh lahirnya Taksonomi Uni Eropa sebagai bentuk respon yang
muncul sebagai tindakan memberikan panduan konkret bagi pelaku pasar
keuangan, investor, perusahaan besar, dan regulator nasional. Singkatnya, Uni
Eropa memberikan petunjuk atau panduan yang secara spesifik yang diharapkan
dapat dipenuhi oleh perusahaan, pada sektor ekonomi untuk mencapai enam
tujuan lingkungan seperti: mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim,
pemanfaatan berkelanjutan dan perlindungan sumber daya air dan laut, transisi
menuju ekonomi sirkular, pencegahan dan pengendalian polusi, serta
perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Konsep terkait keuangan hijau, keuangan berkelanjutan, keuangan iklim,
dan keuangan rendah karbon semua konsep ini 'merujuk pada pemanfaatan
sumber daya keuangan' keuangan hijau hanya dapat digunakan untuk membiayai
proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan, termasuk mitigasi
perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan manfaat lingkungan lainnya.

Upaya yang dapat dilakukan seperti praktik keuangan hijau untuk sektor
perbankan, dan pedoman penghijauan investasi, Pedoman Kebijakan untuk
Perbankan Hijau yang mewajibkan manajemen risiko lingkungan dari lembaga
keuangan bank dan non-bank, mengembangkan kebijakan untuk mendorong
pinjaman hijau. Kerangka Kerja Keuangan Berkelanjutan, yang menetapkan
ekspektasi bagi bank untuk mengembangkan rencana transisi dan
mengintegrasikannya ke dalam kerangka tata kelola perusahaan dan manajemen
risiko, mengembangkan latihan uji stres risiko iklim di seluruh industri.

Otoritas Jasa Keuangan, regulator jasa keuangan dapat membentuk gugus
tugas bagi multi-pemangku kepentingan untuk mempromosikan dan
mengembangkan lebih lanjut peta jalan keuangan Berkelanjutan melalui dialog dan
mengembangkan keterampilan keberlanjutan. Diharapkan konsep, teori dan
implikasi strategis pentingnya green finance dalam pembangunan ekonomi
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berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan komitmen, perencanaan, pengawasan
dengan baik, maka taxonomy hijau, sustainable finance development goals yang
dicita-citakan dari banyak negara bisa terwujud.
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